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Menimbang

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Salinan

a. bahwa Standar Biaya disusun untuk mendukun gefisiensi,

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan

program/ kegiatan pembangunan yang tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa daLam rangka penyusunan Rencana Ke{a Anggaran

satuan kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Morowali dibutuhkan Standar Biaya

untuk menjadi Pedoman menetapkan besaran objek

belanja Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa untuk membrikan kepastian hukum mengenai

Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 perlu diatur

dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati Morowali tentang Standar Biaya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali

Tahun Anggaran 2O2O;

Undan5Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah

t

Mengingat 1.
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang. Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2007 tentang Penyelenggaraan Keolahraga€rn (irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemantauan Orang Asin dan Organisasi

Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 455);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daearah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);



Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mortowali

Tahun 2019 Nomor 13);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI

TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I
Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowa-li
Tahun Anggaran 2O2O yang selanjutnya disebut Standar Biaya merupakan
satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar
menentukan besaran objek belanja dalam mendukung tercapainya besaran
keluaran kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah.

Pasal 2

(1) Standar Biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan
batas biaya paling tinggi.

(2) Dokumen Standar Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Penjelasan Operasional Standar Biaya tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang
belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan diBungku
Padatanggal 2( Devail*c :rtg
BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Di undangkan di Bungku
pada tanggal 21 DzEembar eotg
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

MOH. JAFAR HAMID

BERTTA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR a41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda upaten Morowali

ttd

BAHDIN BAID, SH.. MH
Pembina, IV/a

NrP.19820602 200604 1 005
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PERATURAN BUPATI MOROWALI

4? (*HuN 26tq

STANDAR BIAYA APBD KABUPATEN
MOROWALI TAI{UN ANGGARAN 2O2O

STA DAR HOIIORAHUiI

Honorarium Pengeloh.layanan Pengadaan Earang/Jasa Pemerintah

NO JABATAN SATUAN BIAYA KETERANGAN

1 Pengarah Orang/Bulan Rp 2,s00,000.00

2 Kepala l-ayanan pengadaan Orang/Bulan Rp 2,0o0,m0.m

3 sek etaris Layanan perEEdaan Rp 1,5@,000.m

Oranq/8ulan Rp 2,000,000.00

5 Sekretaris Polda Clranq/Bian Rp 1,750,000.@

6 Arggota Polda ofang/Bulan Rp 1,500,000.m

7 Stlf Pendukung Orang/Bulan x 7s0,000.00

2. Honoradum Pengelota,XEPRA

Anggota Bidang

3. Honorarium Pejabat/Paniua Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/lasa

NO JABAT,{N SATUAN BIAYA KETERANCAN

I Pe]abat Penerima Hasil Pekedaan Oranq/Keglatan Rp 500,000,00

2 Paniba Penerima H6sil Pekerjaan I

CJ{-dng/Kegiatan Rp 500,000.00

- Sekrelaris OGng/Kegiatan Rp 450,000,00

- Anggota orang/Kegiatan Rp 100,000,00

4. Honorariuml(eglatan

NO JABATAN SATUAN BIAYA

L
Honorarium Tl.n Anggaran Pernerintah D3efal.-

OAPD)
Pembayardfl berdasarkan Kepurtasan Bupat,

kegiatannya dianggB*an dalam APBD- Pembina/Pengarah Rp 10,000,000.00

- Keu.1a orang/Kegiatan Rp 9,5m,000.00

- seketaris Rp 9,000,0()0.00

- Anggota Orang/l<egiatan Rp 8,000,000.00

Ornng/lcgiinan

- Kehia OrarE/lcghtan Rp 2,5m.000.00

- Sek etaris Ocng(€qiatan Rp 2,00,000.00

- Anggota Orang/lcgiatan Rp 1,2[,000.00

5

NO JABATAN SATUAN B1AYA KETERANGAN

I Pembin&Perya!"ah Orang/Bnhn Rp 3,000,000.00

Orang/Bulatr R9 2,750,m0.00

Koordioator

Ketua

Oralrg,/[}ulan Rp 2,500,000.00

.1 Orang/Bulan Rp 2,000,000.00

5 Sekrctaris

Anggota

Orang/Butan Rp 1,750,000.00

Orang/Bulan Rp 1,000,000.00

Oran8/tsulan Rp 750,000.00

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGA!
TENTANG

Oranq/B.-{an

Ketua Poioa

2 Penaoggung Jawab

3

6

t-

KETERANGAN

Orang/lcgaatan

Orano/KegiaEn

Honorarium nm Sekretariat TAPD



2.
Honot-arium :rim Penyusunan standar Harga EardrE

& Staodar Biaya Pemerintah Daerah

- Pernbina/Pengarah

SATUAN BlAYA KETERANGAN

Clanq,/Kegiatan RD 4,000,000.00

- PerErEung Jawab CrrarE/K€giatan RD 3,5m,0@.m

- Koordinabor Oranq,/tcciatan Rp 3,000,0s.00

' Ketla OrarEri IGgiatan Rp 2,750,000,00

' S€keraris Oranq/KeciaEn Rp 2,500,000.00

- Anggota Orang/Kegiatan Rp 1,500,000.00

3
Honorarium ]'lm Pembenu*an Produk Hukum

Daerah

- Pemblna orang/Keqiatan Rp 5,000,000.00

Hqs iun alibya*an Masa*an l,asil
kajlan peadtan perundahg-undangan

' Pengarah Orang/Keqiatan Rp 4,0@,0@.oo

- Ketua Orang/Kegiatan R, 3,500,000.00

Rp 3,000,000.00

- Anggota OrarE/Keglatan

Honorarium Tim Penilai/Penakslr Earang Milik

Daerah

Rp 2000,m0.00

Orang/KeqEtan Rp 5,000,000.00

- Pengarah oranq/Keqiatan Rp 4,000,000.00

- Penaogung .lawab Orangy'Kegratan Ro 3,500,000.00

- Koordinator Orang/K€giats Rp 3,000,000.00

- KehJa Rp 2,500,0@.00

- Anggota Gang/Kegiatin Rp 1,500,000.00

5.
Honorarlum Penyulnan laporan
PertanggundEwaban Pemerintah Daefah

Orang/lcgiatan Rp 5,0m,000

- Pengarah Orang/KegiatEn Rp 4,500,000

- Koordinator Orang/Kegiahn Rp 4,000,000

- Penangung .lawab OranS/lcSiatan Rp 3,750,000

' Ketua

- wtkil Ketua

Oranq/Keqiatan Rp 3,500,000

O-dng/K€giaEn Rp 3,5()0,m0

- Selretaris Orano/Kegiatan Rp 3,250,0m

- Anggota OrarE/l<egiatan Rp 3,000,000

- Pembina orang/Kegiatan Rp s,000,m0

- Pengarah Orang/Kegiabn Rp 4,s00,000

- Ketua Oran9,4Ggiatan Rp 4,000,000

' Anggota O ang/Kegiatan Rp 3,500,0m

- -l-rm Seketariat

- KehJa OrandKegiaEn Rp 2,000,000

- Sekelans Orang/rcqiatan RD 1,500,@

Anggota

Honorarium 'l]m PerryLEun Angka lCedlt IFA (,an

JFzUP

Orang/Kegiat!n Rp 1,000,000

- Pejabat Pene6p Orang/Kegiatan Rp 3,0@,000

- Pejabat PerELEul Oranq/Keoiatan Rp 2,500,000

- llm Penilai Orangj/lcgiabn Rp 2,000.000

6

- Sek efaris Ordng/Xegiatin

Orang/Kegiatan

- Pembina

Honorarium l4ajelis TftGR



6
Honorarium Tim/xepanibaan/Pelaksana Kegiabn

H@wanun dlban*an Msa*an hasl
kqiatan

- Pembrm/Pengarah Orang/KegiaEn Rp 5,0OO,OOO

- Pehanqung Jawab ot-ang/Kegiatan Rp 4,000,000

- Kmrdrnatoa Ordng/Kegiatan Rp 3.750,000

(ehJa Orang/Kegiatan Rp 3,500,000

orang/Kegiatan Rp 3.000.000

- Seketans Orang,/Kegiatnn R9 a00o,0oo

' Anggota Orang,/Kegiatrn Rp 1.000.000

' Anggota Sekelariat orano/Kegiatan RP 750,000

Parlbayalan Honoranum Ttny'K#tlitiaan Larrnya &pat dibwakan Na kqBtzn yahg stfaoiya ndibatkan lnsAnsi lannya atau
Lintas OPD

5 Pengha6gaan lnsan Olahraga :

NO JAAATAN SATIJAN BIAYA KETERANGAN

1 Kategon Adet / olahragawan nnokat NaiorEl

Medal Ernas OrandKegiat n Rp 5,000,000

l'ledaii Perak Orang/Kegiatan Rp 3,000,000

Medall Perunggu Orang/Kegiatan Rp 1,500,0@

2 Kategori Adet / Olahragawan PORPROV gJLTENG

Medali Emas Orang/Kegiatan Rp 10,000,000

I4edali Perak O-drE/Keqjatan Rp 7.sm.m0

l,ledali Perunggu orang/Kegiatan R.o 5,000,000

3 Krtegori Adet / Oahraqawan 'fingknt Claerah

!1eda| Emas Ordng/fegiatan Rp 4000,000

tledah Perak Orang/Kegatan Rp 1,500,000

Medali Perunggu Rp 1,000,000

Orang/K€Eatan Rp 5,000,000

KaEgo.i Asisten Pelatih lcjua.aan lirEkat Nnsonal/

PROPROV SULTE}.IG/DaeTah
Ordng,/Kegiatan Rp 3,0m,m0

Kategori asisteo Pelath Kquaraan tingkat Daerdh Rp 2,000,000

6 Honorarium Tenaga Ahll/Pakar/Prognamer

NO ]ABATAN SATUAN BIAYA

Tenaga Ahli/Pakar Tqaga Ahli Hofl PNS/PNS diluar lilpkup
P sindt bqah, Khusus untuk tu1a9a Ahli
yW nd*at pada Jasa Konsulbn besaftn
Hon*ariumn@ psual standar/taif yang

ttdlaku dt Fsran

- Tena@ Ahli R, 5,000,000

- Analisis Daia OrarE/8ulan Rp {,5m,m0

7 Honorarium Forum:lcrukunan Umat Beragama

NO JAAATAN SATUAN BIAYA KETERANCAN

I D€wan Pembina

Ketua

S€ketans

An9gota

Orang/tulan Rp e000,000

Orang/8ulan Rp 1.750,000

Oranq/8ulan RD 1,500,m0

Orang/P,ulan Rp 1,250,000

2 Pelaksana Harian

Ket!a Ordng/8ulan Rp 1,750,@

7

Orang/Kegiatan

Kategorl Pelatih Kejuaraan Tinglct Nasionau

PROPROV ST'LTENG

Orang/K€giatan

KETERANGAN

1.

Orang,/Bulan



Wakil Ketua orang/8ulan Rp 1,s00,000

R, 1,250,000

wakil sekeEris Orang/8ulan Rp 1,000,000

Bendahara Oranq/Bulan Rp 750,000

Anggota orang/tulan Rp 7s0,000

Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa
Acara,/Rohaniawan/Widyaswara/Penguji,/Evaluator/Instruktur /Tenaga Kesehatan/Tim Pendamping

JABATAN SATUAN BIAYA KETERANGAN

Narasumber/Pembahas

- l"l enten/Pejabat Sctngkat ltleoEn RD 1,700,000

Pejabat Esalon I / disetarakan

- Pejabar Eselon ll / dis€tarakafl dan Pana[a sdekg
labatan Pimpinan Tlnggl Pratama (SPTP)

Orang/lam Rp 1,<00,000

Orang/lam Rp 1,000,000

Orang/)am Rp 900,000

2 l'loderator Orang/Kegiatan Rp 600,000

3 Orang/Kegiatan Rp 400,000

Rohaniawan / Pembaca Do'a Orang/Kegiatan Rp 300,000

5 Penceramah Orang/Kegaabn Rp 1,000,000

6 widyaswara / Per€uii /Evajuato. OrangEam Rp 200,00o

Instsuktur Balal Latjhan Kerja orangram Rp 200,000

8 lnstruktur Seiam/f$aqa Kes€fEtan Orang/KegiaEn R, 400,000

9 Tlm pehdamping Orang/lam Rp 150.000

9 Honorarium Tim veriflkasi administrasl p€mohonan Banhran lcuangan Partai Politik

NO SATUAN BIAYA KETERANGAN

1 Ketua orang/Bulan

orang/Bulan

Rp 2,{m,0@

Wakil ketua Rp 1,750,000

Sekretaris Orang/Bulan Rp 1,s00,000

Anggota Rp 1,250,000

JABATAN

l0 Honolarium Tim Borum K€waspadaan Dini

Nol JABATAN SATUAN BIAYA KETERANGAN

1 Dewan Pembina

KehJa Orang/arbn Rp 2,0@,000

Rp 1,750,0@

Seketarls Orang/Bulan Rp 1,500,000

Anggota Orang/8ulan Rp 1,250,000

2 Sekretanat FKD

Ke!.ra

Anqgota

OrarE/Bulan Rp 75O,0OO

Ordng/Bulan Rp s00,000

JABATAN SATUAN BIAYA KETERANGAN

Rp 3,000,000

Wakrl Ketua Oranq,ts{rlan Rp 2,000,000

Seketans OrarE/8ulan Rp 1,5@,000

Orang/Bulan Rp 1,2s0,000

8

11 Honorarium Tim Pemantauan Orang Asing (PloA)

8

NO

OrangPam

' Pejabat Eselo,l Ill ke bawah / dis€tarakan

Orang/Bulan

O-dng/Bdan

Nol
r lr<eua Orangr/Bulan

l**,



12 Honorarium Tlm terpadu Pcnanganan Konflik

N() SA'TUAN BIAYA KETI]IIANGAN
Ketra OrarE/Bulan Rp 2,000.000

wakll Ketua OranO/8dan Rp 1,7s0,m0

Orang/Bulan Rp 1,500,000

AnggoA Orang/Bulan Rp 1,250,000

13 Honorarium Forum l(omunlkasi Pernerintah Daerah (FORXOPIDA)

JABATANNO SATUAN BIAYA KETERANGAN

- Kehra Orang/8ulan Rp 3,s00.000

- Anggota O_anq/&ian Rp 3,000,000

Sekretadat Forkopida

- Kebra Orang/Bulan Rp 1,500,m0

- Anggota O(ang/Bul.n Rp 1,0@,000

TAMBAHAT{ PENGHASII-AN BERDASARKAT{ KETANGI(AAI{ PROFESI

I,'RAIAN SATUAN tsIAYA KElERANGAN

Dokter Ahli / Sp€sralis orang/Bulan Rp 30,000.000

2 ookter Residen Orang/8ulan Rp 15,750,0m

3 Dokter Umum / Ookler Gigi Rp 7,500,000

Dokter Hewan ( Medik vet€rin€r ) Rp 5,000,000

Paramedrk Vetenner Orang/8uian Rp 2,500,000

6 Asuransi Dokter Residen

I

Orang/Bulan Rp 1,000,000

Iosenbf Dokter Interensif Orang/Bulan Rp 3,500,000

I Eanh]an P\umah Tinggal DokEr Interemlf Orang/8ulan Rp 7s0,000

9 Auditor Utama Orang/Bul.n R9 3,s00,000

10 Auditor Madya/Pengawas P€inerintah Madya Orang/tulan Rp 3,000,000

1t Auditor l4uda/Pengawas pemerintah Muda orang/Bulan Rp 2,s00,000

t2 Auditor Flertarna/Pen96w6 tttr€rintao PertanE Orarq/Bulan Rp 2,000,0m

flrnbahan Perrgheattan Bcrdsr*an tblangtaaD Pmlsl dlbl *ra fudad, t(rlda yarv dLarr dtLm lGPuats.n Bupad

9

Sekelaris

I

NO

1

Orang/&rlan

Orang/Bulan



TAMBAHAN PEI{GHASILA}I BERDASARI(AN IGLAIiIGIGAN PROFESI
INSENTIT PENGURUS RUUA}I IBADAII, GURU.GURU KEAGAMAAN DAII }IO]IORARIUM TIM XEAGAMAAI{

1. Insentif Pegurus Rumah lbadah

NO IJRA]AN SATUAN BIAYA KETERANGAN

Imam Orano/8ulan Rp 2,361,810

2 Orang/Bulan R9 1,250,000

Khatb Rp 1.250,000

5 l4uazin orang/Bulan Rp 1,250,000

6 Pendeta Orang/Bulan Rp 2361,810

7 Pembanur Pendeta Oianqy'Eulan Rp 1,250,0m

8 Pemangk! Oranq,/Bulan Rp 2,361.810

9 Orang/tulan Rp 1,25o,m

10 Pendeto orang/Bulan Rp 2,361,810

11 Petuqas Kebe6ihan Rumah lbaddh Orang/Bulan RD 1,000,000

2. Ins€ntif Guru-Guru Keagamaan

NO SATUAN BIAYA KETERANGAI.i

1 GUTU TPIy'MDA O.ang/&ian Rp 1,180,905

2 Guru S€kolah Minggu Orang/B(llan Rp 1,180,905

l Gunr PaEradran Rp 1,180,90s

Pembimbinq Pondok Tahffz Qr/an Rp 2,361,810

3. Honorarium fim (ragEnaan

NO T]RAIAN SATUAN BIAYA KETERANGAN

1 Dewan Hakim MTQ

K@rdioator oaq/tcgiatan Rp 6,500,000

KeEa Orang/l(egaatan Rp 6,mo,m0

S,ekretaris orar€/Kegiatan Rp 5,5m,0O0

PenqEwas R0 5,0m,0m

KehJa lYatelis Orang/Kegiatan Rp 4,500,000

Anggota Orar4/Kegatan Rp 4,(m,(m

Oranq,/Keqlatan Rp 3,500,000

2 Tim Keagamaan Hari B€sar lGaqarnaan

Oranq,/Ke8'atan Rp 3,000,0m

Imam Shalat Id Orang/f€gatan Rp 5,0@.000

Khatib Shalat Id Orangi/KEgiatan Rp 5,mo,m0

Pmceramah O-arE /Kedatan Rp 3,(m,(m

Bilal Shalat ld Oran{/lcdaat Rp 1,m.000

4 Daftar Standar Biaya Pendiditan Tahfiz Qu/an

URAIAN SATUAN BIAYA XETERANGAN

1 &aya Hidup dan tJiaya Operaional Oranqffdun Rp 18,64[,000 Baya Perddllan Tahfiz bagl PuEa/Putsr
Morowdi yang rnengikutj Pendidikan Pondok
Tahffz balk Derah Mofowali maupuo dillrar
Daerah Moros,all Elaaya dimalsud yaitl Elaya
AsranE, l,lafiarEnllnum dan perierEkaoan

Peoddkan sdama 1 tahun

Orangrrfahun Rp Zm0,0m

NO

10

lr*uun, ,-",
Oran9,/8ulan

lcemoanu., 
remanotu

luang Buku dan Refreflsl

I,'RAIAN

o'ang,/Bulan

Orangy'&ian

orang/Kegiatan



STAI\DAR BIAYA UAI{G MAKAN MINT]M LEMBUR

I. UANG MAKA}' LEMBI,IR

NO URAIAN SA'I'UAN BIAYA XTTERANGAN

Dlberikan seteiah bekerja lembur sekurang-
kurangnya 2 (dua) jam.

Non PNS Orangram Rp 31,000

PNS Golongan I dan II Orang/.lam Rp 3s,000

PNS Golongan lll Oftflt/)an Rp 37,O@

PNS Golongan IV OrangPam Rp 41,000

IL KONSUMSI RAPAT / PELATIEAN / TAMU

NO TJRAIAN SATl]AN BIAYA KETERANGAN

I l"lakanan Dos Rp 40,000 sudah temasuk palak PPh 22

2 Sarack Dos Rp 17,000

3 l.4aknnan Pra$nanan Umum orang/Kepala Rp 50,000
s€suai harqa yanq berlaku diftasaran pada

saat pelaksanaan kegiatan
4 f4aknnan Prasmanan Tamu Kepala Daerah Orang/Kepala Rp 100,000

BANTUAN BEA SISWA PROGRAM GELAR/ NON GELAR DALAM NEGERI.

PROGRAM DIPLOMA II,Itr DAN DIPLOMA TV/STRATA I

NO KOMPONEN SATUAN
,ENJANG PEN'DIDIKAN

D,II _ III D,IV _ SI

I Biaya Hidup dan &aya operasiorEl lainnya Orang/rlahun Rp 13,000,000 Rp 16,s00,000

II. PROGRAM STRATA I KEDOKTERAI{, STRATA 2 / SP.l DAN STRATA 3 /SP-2

NO KOMPOl.IEN SATUAN SI KEDOKTERAN, 52

/ SPESIALIS I 53 / SPESIALIS 2

1 Biaya Hidup dan Biaya opei6slonal lainnya Orang/rahun Rp 22,000,000 R, 2,300,000

I.
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STANDAR HONORARIUM PEGAWAI T{Oil PNS (PEGAWAI HOIORER)

Khusus untuk Non PNS pada fudan layanan tlmum Daemh nEngacu pada rendnan BuHti Enang Noman
Pengelolaan Pqawai l,lon PNs Yang Telah I'leneapkan pola Keuatuan Badan lapron umum Daemh

NO UR{AN SATUAN BIAYA KETERANGAN

1 Ajudan Bupati/wakil BupaU/Pimpinan DPRD orang/Bulan Rp 3,000,000

z Sekpri Bupaty'Wakil Bupati./Pimpinan DPRD ora ng,/Bulan Rp .{,000,000

3 Sekpri Ketua/4,Va kil Ketua PKK Rp 2,361,810

4 Staf Khusus Bupatr

Pengurus Rumah Tangga Bupati/Wakil Bupau/ Pimpinan
DPRD/Seketa ris Daerdh

Orang/Bulan Rp 7,000,000

5 Orang/Bulan Rp 2,361,810

6 Pengemudi Kendaraan Supati^vakil Bupau/Pimpinan DPRD Orang/Bulan Rp 3,000,000

7 Pengemrdi (Driver) Orang/Bulan Rp 2,361,810

B Pengemudi Ambulance / Puskesmas Keliling

Pamdal

Orang/Bulan Rp 2,361,810

9 Orang/Bulan Rp 1,180,905

10 Penyapu Jalan orang/Bulan Rp 1,180,905

11 Pengangkut Sampah / Pemilah 9mpah Orang/Bulan Rp L7/L]s8
12 Pemaras Rumput / Pemangkas Pohon Orang/Bulan Rp 1,,777,358

13 Anggota Sat. Pol PP / Petugas pemadam Kebakaran Orang/Bulan Rp 2,361,810

14 Admin SII'IDA Keuda, BMD, dan Gaji pada BPKAD Orang/Bulan Rp

Rp

3,500,000

3,000,00015 Pengelola InfGstruktur E-Goverment orang/Bulan

16 Petugas Pengelola Website Pemerintah Daerah Orang/Bulan Rp 3,000,000

l7 Petugas Pengelola Perizinan Rp 2,351,810

1t -tugas pengelola Informatika Orang/Bulan Rp 2,361,810

19 Operator Sistem / Aplikasi Komputer Orang/Bulan Rp 2,361,810

20 Staf Administrasi :

- Sarjana/Diplcma
- SLTA

Orang/Bulan

Oranq/Bulan

Rp

Rp

2,@7,539

LnL358
21 Cleaning Service Orang/Bulan Rp 1,180,905

22 Petugas Lampu/Ustrik Orang,/Bulan Rp 1,180,905

23 Petugas Taman Orang/Bulan Rp 1,180,905

24 Apoteker orang/Bulan Rp 3,000,000

25 Tenaga Paramedik Orang/Bulan Rp 2,361,810

26 Tenaga Medik Orang/Bulan Rp 2,361,810

27 Tenaga Penunjang Medik Orang/Bulan Rp 2,361,810

28 Tenaga Paramedik Puskesmas Daerah Sulit/ferpencil Orang/Bulan Rp 2,851,810

29 Tenaga Paranredik Desa Daerah SulitJTerpencil Orang/Bulan Rp 3,861,810

30 Tenaga Daerah Sulitfferpencil Orang/Bulan Rp 3,861,810

Tenaga Penunjang Medik Daerdh Sulitferpencil Orang/Bulan Rp 2,861,810

etugas Kesehatan Lingkungan

ngawas Lapangan

34 Operator Peralatan Alat Berat

Ordng/Bulan Rp 2,361,810

Ordng/Bulan Rp 2,361,810

Orang/Bulan Rp 2,361,810

35 Pe,rjaga Pintu Air Orang/Bubn Rp 2,361,810

36 Paramedik Veteriner Orang/Bulan Rp 2,36L,8L0

Guru Kontrak PAUD Orang/Bulan Rp 1,180,905

Guru Kontrak SD/MI Orang/Bulan Rp 2,361,810

39 Guru Kontrak SMP/MTS Orang/Bulan Rp 2,361,810

40 Guru Kontrak SMIy'MA,/SMK Orang/Bulan Rp 2,361,810

4! Penyuluh (Perbnian,Keluarga Berenc:na dan lain-lain) Ordng/Bulan Rp 2,361.810

Petugas Hama Penyakivorganisme Penganggu Tanaman
(om Orang/Bulan Rp 2,361,810

43 Pengawas Mutu Pakan Orang/Bulan Rp 2,361,810

44 Peogawas Bibit Ternak Ordng/Bulan Rp 2,361,810

45 Petugas Informasi Pa$r OrarE/Bulan I Rp 1,V1,3*
46 Petugas Peternakan dan Kesehatan tlewan Orang/Bulan Rp 2,36L,870
47 Petugas lGndang Temak Orang/Buhn Rp 1,180,905
48 Pefugas Pemungut Retribusi Orang/Bulan Rp 2,361,810

t2

Ora ng/Bulan

O.ang/Bulan
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I
SIA]IDAR BIAYA PEMEUHARAAil

Stattdar Biaya P€rneliharaan l(eodaraEn

II. Standar Pemeliharaan Sarana Kantor

III. Standar Biaya Seura

NO JENIS KENDARAAN SATUAN

BIAYA SUKU

CADANG/SERVICE

MAKSIMAL 1
TAHt tN

KETERANGAN

A.
Kendaraan B€rmotor
Operasional Kantor

a. Roda 5 atau lebih

b. Roda 4

c. Roda 4 (Double Gardan)
d, Sredbat
e. Kendaraan Roda 2

Kendaraan Dinas Pejabat
Daerah
Kendaraan Dinas Sekda,
Kepala OPD dan/atau
Pejabat Setingkat
Pimpinan Tinggi Pratarna

Unit
Unit
Unit
Unit

Unit

Unit

Unit

Rp 40,000,000
Rp 35,000,000
Rp 37,500,000
Rp 25,000,000

Rp 4.000,000

Rp ,10,000.000

Rp 37,500,000

Komponen Eksploitasi Kendaraan Bermotor
Mencakup Bahan Bakar. Pelumas, Ban. Accu,
Elektronik, Alat Keamanan, Interior,
Pengecetan. Cuci Mobil (Car Wash),
Perpanjangan STNK & Pajak dan Ongkos
Service.

Pertanggung jawaban Biaya Pemeliharaan
lcndaraan dan Suku Cadanq Serta
Komponen Eksploitasi Kendaraan
Menggunakan Nota / Kwihnsi.

Dalam hal tertentu kendaraan Dinas
Forkompirnda dapat melebihi dari Standar
Biaya yang telah ditetapkan berdasarkan
tingkat kerusakan (perhitungan besaran
dilakukan oleh Dealer Resmi).

NO URA.IAN SATUAN

BIAYA SUKU

CADANG/SERVICE

MAKSIMAL 1

TAHUN

KETERANGAN

1

2

3

4

Komputer

Printer

AC Split

Genset :

'- Kapasitas 5000 Kts (5 KVA)

'- Kapasitas ,0.000 KB (10 KVA)

'' Kapasitas 20.000 KB (20 KVA)

'- Kapasltas 50.000 KB (50 KVA)
! lcpasltas 60.000 lG (60 l(VA)

Unit

Unit

Unit

Unit
Unit

Unit
Unit

Unit

Rp

Rp

Rp

s00,000

500,000

600,000

Rp 4,000,000

Rp 12,500,000
Rp 22,000,000
Rp 30,000,000

Rp 38.000,000

Komponen Perneliharaan Mencakup Komponen
(hn Jaringan Komputer, Suku Cadang dan Jenis
pe-awatan

Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan
Menggunakan Nota / Kwitansi

NO URAIAN SATUAN BIAYA KETERANGAN

1

7

3

4

5

6

7

I

9

10

11

t2

13

Sewa Tenda Biasa

Sewa Tenda lcrucut
Sewa Tenda Terowongan

Sewa Kursi Plastik

Sewa Kursi Plastik + Cover

Sewa Meja t'4akan + Taflak

Sewa Kendaraan Roda

Empat untuk DoKer

Sewa Kendaraan Roda
Empat

Sewa Kendaraan Roda
Enam/Bus Sedang

Sewa lGndaraan Roda
Enam/Bus Besar

Sewa Gedung Pertemuan

Sewa Panggung Eleldon +
Tenda

Sewa Elekton

Pebk

Petak

Petak

Buah

Buah

Buah

100,000

125,000

150,000

2,000

3,500

60,000

300,000

350,000

1,500,000

2,500,000

500,000

500,000
l

2,500,000 l

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Per Hari

Per Hari

Per Hari

Per Hari

Per Hari

Per kegiatan

Per Hari

Belum tennasuk bahan bakar + Sopir

Belum terfiEsuk bahan bakar + Sopir

Belum Ernasuk bahan bakar + Sopir

dibayar sesuai biafa Rill.
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STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

I. Standar PerjalaDan Dioas Luar Negeri
Mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No . TSlpMK.ozlzolg tentang standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

II. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah
a. Standar Biaya Transport Udatn Bagi pejabst Negara, Anggota DpRD, pNS dan pHL/Non pNS

Keterangan :

t. Biaya Angkutan Udara dibayar secara Rill (at cost)

2. Biaya yang tercantum pada tabel diatas sudah termasuk paja( airport tax dan taxi bandara pergi-

3. Pertanggungjawaban Anghrtar Udara dalam Bentuk Tiket/Iftrcis/Kwitansi/Nota

O. Transport Udara dari Makassar, Kendari dan Palu ke Kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket
nada saat heranckat

No Daerah Tujuan TarifPP Klas
Ekonomi

Tarif PP Klas
Bisnis

Keterangan

I

2

3

4

5

6

,7

8

9

10

1l
t2
i3
14

15

l6
17

18

l9
20

2l

22
Z5

24

25

26
2'7

28

29

30

31

1Z

33

.t4

35

36

37

38

39

40

41

Palu - Aceh

Palu - Sumatra Utara

Palu - Rr au,/Pekanbaru

Rp 9,750,000

Rp 9,750,000

Rp 9,100,000

Rp 9,100,000

Rp 8,450,000

Rp 7,800,000

Rp 7,800,000

Rp 7,150,000

Rp 8,450,000

Rp 8,125,000

Rp 6,500,000

Rp 6,500,000

Rp 6,500,000
Rp 6,500,000
Rp 6,500,000

Rp 4,225,000

Rp 6,500,000

Rp 6,500,000

Rp 7,150,000

Rp 8,450,000

Rp 9,100,000

Rp 7,800,000

Rp 7,150,000

Rp 7,150,000

Rp s,200,000

Rp s,200,000

Rp 3,250,000

Rp 3,900,000

Rp 2,600,000

Rp 4,550,000

Rp a,550,000

Rp 9,I00,000
Rp 9,100,000

Rp 5,460,000

R9 2,730,000

Rp 4,160,000

Rp 5,460,000

Rp 2,730,000

Rp 4,200,000

Rp 2,760,000

Rp 2,760,000

Palu - Kepulauan fuau,tsatam

Palu - Jambi

Palu - Sumatra Barat

Palu - Sumatra Selatan

Palu - Bandar Lampung
Palu - Bengkulu

Palu - Bangka Belitung
Palu - Banten

Palu - Jawa Barat
Palu - DKI Jakarta

Palu - Jawa Tengah
Palu - DI Yogyakarta

Palu - Jaua Timur
Palu - Bali
Palu - NTB
Palu - NTT
Palu - Kalimantan Barat

Palu - Kalimantan Tengah

Palu - Kalimantan Selatan

Palu - Kalimantan Timur
Palu - Kalimantan Utara
Palu - Sulawesi Utara
Palu - Gorontalo
Palu - Sulawesi Selatan

Palu - Sulawesi Tenggara

Palu - Sulawesi Barat

Palu - Maluku
Palu - Maluku ljtara
Palu - Papua

Palu - Papua Barat

Makassar - Jakarta

Makassar - Denpasar

Mal<assar - Manado

Kendari - Jakarta

Kendari - Makassar

Morowali - Makassar

Morowafi - Kendari

Morowali - Palu

Rp 18,000,000

Rp 18,000,000

Rp 16,800,000

Rp 16,800,000

Rp 15,600,000

Rp 14,400,000

Rp 14,400,000

Rp 13,200,000

Rp 15,600,000

Rp 15,000,000

Rp 12,000,000

Rp 12,000,000

Rp 12,000,000

Rp 12,000,000
Rp 12,000,000

Rp 7,800,000

Rp 12,000,000

Rp 12,000,000

Rp 13,200,000

Rp 15,600,000

Rp 16,800,000

Rp '14,400,000

Rp 13,200,000

Rp 13,200,000

Rp 9,600,000
Rp 9,600,000

Rp 6,000,000

Rp 7,200,000

Rp 4,800,000

Rp 8,400,000

Rp 8,400,000

Rp I6.800,000
Rp 16,800,000

Rp 10,080,000

Rp 5,404,000

Rp 7,680,000

Rp 10,080,000

Rp 5,040,000

Rp 8,400,000

Rp 5,520,000

Rp 5,520,000

I Bupati, Wskil Bupari,
PiopinEn DPRD datr
SekEtlris Daarah dap&t
rnroggullstarr kelas bisnis

2 Ess€lon Il, Anggota DPRD,
Esselon IIl, Esseloo IV.
Golongan IV, Golongan III,
Goloogan ll, Golongan I dar
StafPHL

Ketua/Wakil Ketua Tift
Penage.al PKK, Kerua
DharEE Wadta DisetarEkan

dengan PejabEt Esselon tl

Peaguus/Anggora
PKWDEnn8wadta lainnya
s€rta Ketra PI(K Kecamal,n
disetankElr detrgm Gol. II
meagguaakal Kelas Ekonomi

3 Non PNS lainnya sesuai

k€butuhan s€rta uxg€ositya
disetanlan derlgan tin gkar

pendidikan
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))
b. Daftar Transportasi DaErt Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Pejabat Negara,Anggota DPRD,PNS dan PHL/Non PNS

Per Orang tanpa Kendaraan Dinas

Bupau/Wakil Bupati/Ketua DPRD

Sekda/Wakil Ketua DPRD
Ess IIb/
Ess.III //Anggota DPRD

Per Omng tanpa Kendaraan Dinas
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD

Sekda/Wakil Ketua DPRD
Ess IIb
Ess.III //Anggota DPRD

Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
Bupau/Wakil Bupati/Ketua DPRD

Sekda/Wakil Ketua DPRD

Ess IIb
Ess.III //Anggota DPRD

Per Orang tanpa Kendaraan Dinas

Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD

Sekda/wakil Ketua DPRD
Ess IIb
Ess.III //Anggota DPRD
Ke Siliti
Ke Sliti

Per Orang bnpa Kendaraan Dinas
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD

Sekda/Wakil Ketua DPRD

Ess IIb
Ess.III //Anqgota DPRD

Per Orang tanpa Kendaraan Dinas

No Tujuan Satuan

3

4

5

6

Bungku - Palu,Sigi dan Donggala

Eungku - Tojo Una- Una dan Parigi

Bungku - Luwuk ,Salakan, Buol dan
Toli - Toli

Bungku - Morowali Utara

Bungku - Poso

Bungku - Kendari

Angkutan Umum
Mobnas 2700cc -
Mobnas 2200cc -
Mobnas 1800cc -

Mobnas 1300cc -

Angkutan Umum
Mobnas 2700cc - 3000cc
Mobnas 2200cc - 2500cc
Mobnas 1800cc - 2000cc
Mobnas 1300cc - 1500cc

Angkutan Umum
Mobnas 2700cc -
Mobnas 2200cc -
Mobnas 1800cc -
Mobnas 1300cc -

Angkutan Umum

Mobnas 2700cc - 3000cc
Mobnas 2200cc - 2500cc
Mobnas 1800cc - 2000cc
Mobnas 1300cc - 1500cc
Penyebrangan Ferry
Penyebrangan Ferry

Angkutan Umum
Mobnas 2700cc -
Mobnas 2200cc -
Mobnas 1800cc -
Mobnas 1300cc -

Angkubn Umum
Mobnas 2700cc - 3000cc

300occ
2500cc
200occ
1500cc

3000cc
2500cc
2000cc
1500cc

3000cc
2500cc
200occ
1500cc

450,000
Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat
Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat
Harqa Pertamax /Premium/ Solar setempat
Harga Pertamax /Premlum/ Solar setempat

750,000

Harqa Pertimax /Premlum/ Solar setempat
Harga Pertamax /Premlum/ Solar setempat
Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat
Harga Pertamax /Premiuny' Solar setempat

100,000
1,2O0,000

200,000
Pertamax /Premium/ Solar setempat
Pertamax /Premium/ Solar setempat
Pertamax /Premium/ Solar setempat
Perhmax /Premium/ Solar setempat

Ha Pertamax Premiu
500,000

Solar setem

Harga
Harga
Harga
Harga

Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/

500,000
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat

Harga
Harqa
Harqa
Harga

Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/

400,000
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat

1

1

160

1

200
160
140
100

1

140
100
80
60

1

160
120
100
80

1

50
45
40
35

240
200
160
120

1

I

Orang
Liter
Liter
Liter
Liter

Orang
Liter
Liter
Liter
Liter

Orang
Liter
Liter
Liter
Liter

Orang

Liter
Liter
Liter
Liter

Orang
Mobil

Orang
Liter
Liter
Liter
Liter

Orang
Liter

Sekda/Wakil Ketua DPRDMobnas 2200cc - 2500cc 120 Liter Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat

15

BU Wakil Bu Ketua DPRD

Jenis Kendaraan Pergi - Pulang (Rp) Keterangan

1.

2.

Harga
Harga
Harga
Harga



)
No KeteranganVolu Satuan

7

8

9 Transportasi Dalam Kota

Bunqku - Manado

Bungku - Mal6ssar

Mobnas 1800cc - 2000cc
Mobnas 1300cc - 1500cc

Angkutan Umum
Mobnas 2700cc -
Mobnas 2200cc -
Mobnas 1800cc -
Mobnas 1300cc -

Angkutan Umum
Mobnas 2700cc - 3000cc
Mobnas 2200cc - 2500cc
Mobnas 1800cc - 2000cc
Mobnas 1300cc - 1500cc
Penyebrangan Ferry
Penyebrangan Ferry

Mobnas 2700cc - 3000cc
Mobnas 2200cc - 2500cc
Mobnas 1800cc - 2000cc

3000cc
250occ
200occ
150occ

Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat
Harga Pertamax /P!.emium/ Solar setempat

Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat
Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat
Harga Pertamax /Premium/ Solar setempat

Harga
Harga
Harga
Harga

Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/

900,000
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat

Harga
Harqa
Harga
Harga

Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/
Pertamax /Premium/

600,000
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat
Solar setempat

80,000
600,000

Ess ub
Ess.III //Anggota DPRD

Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
Sekda/Wakil Ketua DPRD
Ess IIb
Ess.III //Anggota DPRD

Per Orang tanpa Kendaraan Dinas
Bupati/Wakil Bupau/Ketra DPRD

Sekda/Wakil Ketua DPRD
Ess ilb
Ess.III //Anggota DPRD
Nuha - Soroako
Nuha - Soroako

Biaya Transportasi dalam Kota hanya
diperuntukan kepada
Bupat/Wakil Bupau/Ketua DPRD

Sekda/Wakil Ketua DPRD

1

300
240
200
160

1

1

10
7
5

100
80

1

s00
:100

300
300

Orang
Liter
Uter
Liter
Uter

Liter/Hari
Liter/Hari
Liter/Hari

Liter
Liter

Ketenngan
1. &bW Anqkubn Umum, BBM Mobil Ditas dan /atau penyebnngan Ferry difuyar wan Ril (at @st);
2' fugi prg n*kulan Perjalanan Dinas Kara fu*etompk ninimat 3 (tiga ) onng da@t menggunal<an kendaman sewa Rp 350.000;/han serb uary BBM Fling

bnyak 50 Libr/han disesuaikan denqan tufuDn peialanan Dinas;3. Perialanan Dirras ke Kob lain ranq dant di tenDuh denqan Kendaraan Dalat da@t di furikn Biaya Tnns@rbsi /BBM denaan Standar yanq fudaku setem@t;4. tutunggungirwafun Angkubn llmum abu Kendaman Dinas dan/abu Penyebnngan Fetry dalam knhtk Tiket/Karcis/Kwibnst/Nota.
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Tujuan Jenis Kendaraan Pergi - Pulang (Rp)

Orang
Liter
Liter
Liter
Liter

Orang
Mobil



I

c' standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi peiabat l{egara,Anggota DpRD,pNs
dan PHL/Non PNS

Tarif Hotel Terti Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

14

15

tb
!7
18

19

20

2L

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

Keterangan:
1 Biaya Penginapan Tersebut di atas dibayar secaE Rill (at cost)

a Lamanya Perjalan Dinas disesuaikan dengan Urgensi Perjalanan Dinas yang dilaksanakan ( sesuai dengan Undangan,
' Surat Dinas lainnya dan Tujuan melakukan Perjalanan Dinas);

" 
Dalam hal Perialanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas HoteyPenginapan ,kepada yang melaksanakan Perjalanan

' Dinas diberikan Biaya Penginapan sebesar 300/o (tiga puluh persen) dad brif hotel di tempat tujuan;

4 Pertanggungjawaban Penginapan Dalam Bentuk Kwibnsi/Nota/FaKur.
5 Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Disetarakan dengan Pejabat Esselon u
6 Pengurus/Anggota PKvDarmawanita lainnya serta Kefua PKK Kecarnatan Disetarakan dengan ASN Gol. II dan non PNS

sesuai kebutuhan sefta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan.
/ Ajudan dan Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam Rangka Pendampingan mengikuti Tarif Kamar Terendah

Hotel/Penginapan yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD.
8 Non PNS lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan

No Propinsi Satuan

Bupau/Wakil
Bupau letua

DPRD/Sekda/
Wakil Ketua

DPRD

Eselon
Ub/Anggota

DPRD

u.E E! rnrggr (I

Esebn
ltlalltrbl

Gol.IV

Eseton
Ivally.bl

Gol.IU

Gol,U/Gol.
I/ PHL

Aceh

Sumatra Utara

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

sumatra Barat

SumaFa Selabn
Lampung

Bengkulu

Bangka Belitung

Banten

Jawa Barat

D.K.l Jakarta

Jawa Tengah

D.l Yoqyakarta

-lawa Timur

Ba li

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan limur
Kalimantan Utara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

Rp 4,420,000
Rp 4.960,000
Rp 3.450,000
Rp 3.410,000
Rp 4,000,000
Rp 4,240,000
Rp 4,500,000
Rp 3,960,000
Rp 1,300,000

Rp 2,400.000

Rp 3,250,000

Rp 3,2s0,000
Rp 5,720,000

Rp 4,050,000
Rp 4,620,000
Rp 4,400,000

Rp 4,510,000

Rp 3,056,000

Rp 3,000,000

Rp 2,400,000

Rp 3,000.000

Rp 4,250,000

Rp 4,000,000
Rp 3,200,000

Rp 1,320,000

Rp 1,260,000

Rp 4.820,000

Rp 2.030,000

Rp 1,850,000

Rp 3,000,000

Rp 3,110,000
Rp 2.8s0,000
Rp 4,500,000

Rp 1,308,000

Rp 1,030,000

Rp 1.075,000

Rp 93o,ooo
Rp 1.030,000

Rp 1,030,000

Rp 1,000,000

Rp 1,152,000

Rp 790,000
Rp 1,030,000

Rp 1,430,000

Rp 1,470.000

Rp 1,100,000

Rp 1,452,000

Rp 1,248,000

Rp 1,152,000

Rp 1,810,000

Rp 1,082,000

Rp 1,000,000

Rp 1,030,000

Rp 1,350,000

Rp 1,420,000

Rp 1,458,000

Rp 1,415,000

Rp 1,010,000

Rp 1.030.000

Rp 1,000.000

Rp 1,040,000

Rp 1,070,000

Rp 1,030,000

Rp 1,512,000

Rp 1,250,000

Rp 1,260,000

Rp 1.080,000

Rp 6s0,000
Rp 720,000
Rp 650,000
Rp 589,000

Rp 800,000
Rp 591,000

Rp 770,000
Rp 580,000
Rp 500,000

Rp 920,000

Rp 830,000

Rp 7s0,000
Rp 750,000

Rp 670,000
Rp 768,000

Rp 1,220,000

Rp s50,000

Rp 661,000

Rp 740,000

Rp 7s0,000
Rp 770,000

Rp 750,000

Rp 640.000

Rp 910,000

Rp 910,000

Rp 853,000

Rp 524,000

Rp 716,000

Rp 680,000

Rp 600,000

Rp 720,000

Rp 900,000

Rp 410,000
Rp 470.000

Rp 450,000
Rp 380,000
Rp 370,000
Rp 460,000
Rp 429,000
Rp 374,000
Rp s70,000
Rp 451,000
Rp 450,000

Rp 460,000

Rp 610,000

Rp 450,000

Rp 528,000
Rp 390,000

Rp 904,000

Rp 540,000

Rp 470,000
Rp 430,000
Rp 4a0,000
Rp 500,000

Rp 550,000

Rp 500,000

Rp 410,000

Rp 400,000

Rp 495,000

Rp 400,000
Rp 450,000

Rp 412,000
Rp 420,000

Rp 460,000
Rp 400,000

Rp 340,000
Rp 310,000

Rp 380.000

Rp 280,000

Rp 290,000

Rp 336,000
Rp 280,000
Rp 356,000

Rp 510,000
Rp 300,000
Rp 375,000
Rp 390,000
Rp 400,000

Rp 350,000
Rp 359,000
Rp 280,000

Rp 659,000

Rp 360,000

Rp 400,000

Rp 318,000

Rp 408,000

Rp 379,000

Rp 450,000

Rp 290,000

Rp 240,000

Rp 360,000

Rp 371,000

Rp 330,000

Rp 420,000

Rp 280,000

Rp 380,000
Rp 280,000

Rp 370,000
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d. Standar Uang Harlan Bagi Pejabat t{egara, anggota DPRD, PNS dan PHL / t{on PNS di Lingkungan pemerintah

Daerah kabupaten Morovyali

l(eterangan
1. Uang Hadan dibayar secaG Lumpsum

2, untuk uang hartrn Pemerllca dalam Lokasl Perkantoran yang sama diberikan uang Saku sebesar Rp. 210.000/had

3. Ketua/Wakil Ketua Tlm Penggemk PKK Ketua Dharma wanita Disetarakan dengan Pejabat Esselon II
4. Pengurus/Anggota PKK/Darmawanlta lainnya serta Ketua PKK Kecamatan Disetarakan dengan ASN Gol. II dan Non PNS lalnnya sesuai kebutuhan serta urgensinya

dis€tarakan dengan Unokat pendlllkan

l{o. Jabatan

uang Harian (Rp)

KeteranganKe Ibu Kota
KecamataI|

Ke Kabupaten Lrin
dan ke Ibu Kota

Propinsi
Ke Kota di Luar Sulteng

1 Bupati / Wakil Bupatl / Ketua DPRD Rp 1,100,000 Rp 1,750,000 Makan Siang, Makan Malam, Uang Saku

2 Sekda / Wakil Ketua DPRD Rp s25 ,000 Rp 1,050,000 Rp 1,700,000 Makan Slang, Makan Malam, Uang Saku

Ess. IIb / Anggota DPRD / Jab. Funosional Utama Rp 500,000 Rp 1,000,000 Rp 1,650,000 Makan Sleng, Malcn Malam, Uang Saku

4 Ess. IUa/ labatan Fungsional Madya Rp 475,000 Rp 950,000 Rp 1,600,000 Makan Siang, Makan Malan, Uang Saku

5 Ess. IIVb / Gol. IV Jabatan Fungsional Muda Rp 450,000 Rp 900,000 Rp 1,550,000 Makan Siang, Makan Mahm, Uang Saku

6 Ess. Iva / Jabatnn Fungslonal Pertama Rp 400,000 Rp 800,000 Rp 1,250,000

7 Ess. IVb / Gol. I Rp 3s0,000 Rp Rp 1,000,000 Makan Slang, Makan Malam, Uang Saku

B Gol. II Ro 250,000 Rp s00,000 Rp 800,000 Makan Siang, Makan Malam, uang Saku

9 Gol. I dan PHL Rp 200,000 Rp 400 ,000 Rp 500,000 Makan Shng, Makan Malam, Uang Saku

11

Rp 550,000

3.

Makan Siang, Makan Malam, uang Saku

700,000
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e. Daftar Uang Representase Perjalanan Dinas
Ketua/Wakil

Keterangan:
t {Jang Represenbse dibayar wara Lumpsum

Anggota DPRD, PNS Eselon II b,

NO Jabatan

1

2

Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD / Wakil

ketua DPRD/ Sekretaris Daerah
Rp 125,000

Ess. IIb/ Anggota DPRD/ Ketua/Wakil
Ketua PKV Ketua Darma Wanita

Rp 75,000

Rp

Rp

Rp 250,000

150,000 Rp 150,000

Uang Representase (Rp)

KETERANGANKe Ibu kota
Ke.limatan

Ke Ibu Kota
Kabupaten Lain

dan Prcpiii3i

Ke kota di Luar
Sulteng
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lll. Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah

a. Standar Biaya Transport Lokal dari Ibukota Kabupaten ke lbukota Kecamatan yang menggunakan Fasilitas Alat Transportasi Darat

l{o. Kecamatan
Bhya

Angkutan
Umum

Bhya EBlt
Sep€da Motol

(Liter)

Biaya BBM Mobil Dinas (Liter)
Keterangan

270occ - 30o0cc 18OOcc - 2000cc

38Bungku Pesisir Rp 150,000 75 60 45 Pergi - Pulang

2 Bahodopi Rp 100,000 12 48 36 30 Pergi - Pulang

3 Bungku 'l"imur Rp 80,000 45 36 27 23 Pergi - Pulang

4 Bungku Barat 6 30 24 18 15 Pergi - Pulang

5 Bumi Raya Rp 75,000 9 36 27 23 Pergi - Pulang

Wita Ponda Rp 90,000 9 45 36 27 23 Pergi - Pulang

Keterangan :
1. Biaya Angkutan Umum dibayar secara Riil (at cost);

2. BBM Kendaraan Dinas dibayar sesual dengan harga setempau

3. Mobil Dinas 2700cc - 3000cc untuk Bupatl / Wakll Bupati / Ketua DPRD;

4. Mobil Dlnas 220kr - 2500cc untuk Sekda / Wakll Ketua DPRD;

5. Mobil Dinas 1800cc - 2000cc untuk Ess. Ub/Anggota DPRD;

5. Mobil Dinas 130ftc - 1500cc untuk Ess. III;
7. Bagi yang melakukan Perjalanan Dinas secara berkelompok mininral 3 (tiga) orang dapat menggunakan Kendaraan Sewa Rp. 350.000; / hari serta Uang BBM;

8. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Bungku Tengah diberikan biaya BBM paling banyak 5 (lima) Liter untuk Motor dan Paling banyak 20 (dua puluh) Liter untuk Mobil Dinas;

9. Pertanggungjawaban Angkutan Umum dan BBM Kendaraan Dinas ke lbukota KecanEbn Dalam Bentuk fiket I Fcrcis I Kwitansi / Nob;

)
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220occ - 2500cc 13o0cc - 1500cc

1. 15

60

9

Rp 50.000

45

6.



No. Rute
Bbya

Transportasi (PP)
Keterangan

1 Bungku - Menui Kepulauan Rp 300.000 Perahu Motor

2 Bungku - Kendari - Menui Kepulauan Rp 540,000 Mobil + Perahu Motor

3 Bungku - Kaleroang Rp 1s0,000 Perahu Motor

4 Bungku - Lafeu - Kaleroang Rp 370,000 Mobil + Perahu Motor

b' st nd", Biaya Transportasi Lokal dari Ibukota Kabupaten ke lbukota Kecamatan
yang rnenggunakan Fasilitas Alat Transportasi Laut

Keterangan
1. Biaya Angkuan Umum tet*but di abs difuyar ffin Riil (at cost);
2. Eiaya Transprt Laut ter*but diabs brlaku untuk semua fngkat lababn dan Golongan

kecuali Kunjungan Pejabat yang menggunakn fasilihs Perahu Motor milik PEMDA,

disesuaikan dengan penakaian dan sbndar Harga BBM yang berlaku seEmpat;
3. Perbnggungjawaban Transwft ke lbukota Kecamatan dalam bentuk nket/Karcis/Kwitansi/Nota.

20
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c, Daftar Harga Kamar Penginapan Tertinggi di Hiap Ibukota Kecamatan di Kabupaten
Morowali

Keterangan
1. Biaya knginapan @ut diaas dibyar sem Nil (at @st);
2. Harga Kanar Pengirra@n Ersbut diabs Maku unatk semua nngl(dbn Jabbn dan Golongan;
3. Dalatn hal Peqalanan Anas tidak menggunal<an Fasiltbs Hobl / Penginaryn, kepda yang

melaksanakan Perjalanan Anas diberil<an Biaya Penginapn sefusar 30 % (tiga puluh persen) dari
brit hobl di tenpat tujuan;

4. Pertanggungjawabn Penginapan di lbukob Keamabn dalan funtuk Kwitansy'Faktur/Nota.

Kecamatan
Harga Kamar
Penginapan Kete6noan

1 Menui Kepulauan

2 Bunqku Selatan

Rp 100,000.00 Harga Tertinggi/Hari

Rp 100,000.00 Harga Tertinggi/Hari

Bungku Pesasir Rp 100,000.00

4 Bahodopi Rp 1s0,000.00 Harga Tertinggi/Hari

5 Bungku Imur Rp 100,000.00 Harga Tertinggi/Hari

Bungku Tengah Rp 500,000.00 Harga Tertinqgi/Hari

7 Bungku Barat Rp 150,000.00 Harga TertinggiiHari

8 Bumi Raya Rp 100,000.00 Harga Tertinggi/Hari

9 Wita Ponda Rp 1s0,000.00

No,

Harga Tertinggi/Hari

6.

Harga Tertinggi/Hari

2t
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IV, Standar Perjalanan Dinas Wilayah Kecamatan

a. Standar Biaya Penginapan, Uang Harian/ dan Waktu Perjalanan Dinas bagi Camat, Sekcam, Kepala Seksi dan Staf di Kecamatan
dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali,

Perjalanan Dinas ke lbukota Kabupaten (Rp)

Kehnngan:
1 Biaya penginapan dibayar Secara Rill (at cost);

2 Uang harian dibayar Secara Lumpsum ;

3 Waktu Perjalanan Dinas tersebut diatas merupakan waKu Maksimal dalam Melakukan Perjalanan Dinas, kecuali Perjalanan Dinas yang bersifat
DiklavBimteldRakor yang pelaksanaanya melebihi waktu Perjalanan Dinas maksimal untuk PNS dan Non PNS Kecamatan (sesuai dengan Undangan

4 Biaya Transport disamakan dengan standar Transport dari Ibu Kota kabupaten ke Kecamatan

5 Pertanggung Jawaban Biaya Penginapan Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Kabupaten dalam bentuk likevKarcis/Kwitansi/Nota.

NO Jabatan
Uang Harian Biaya Penginapan

Waktu Maksimal Dalam Perjalanan Dinas

1 Camat Rp 475,000.00 Rp 350,000.00 1. Kec. Menui Kepulauan 4 (empat) hari

2. Kec. Bungku selatan 3 (tiga) hari

3. Kec. Bungku Pesisir 2 (dua) hari

4. Kec. Bahodopi 1 (satu) hari

5
Kec. Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku
Tengah, Bungku barat, bungku Timur,
paling lama 1 (satu) hari, tanpa Blaya
Penglnapan

2 Sekcam Rp 4s0,000.00 Rp 350,000.00

3 Ess. IV Rp .+00,000.00 Rp 200,000.00

4 GoI. IU Rp 3s0,000.00 Rp 200,000.00

5 Gol. II Rp 2s0,000.00 Rp 200,000.00

6 Gol. II Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
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b. Standar Siaya Uang Harian Perjalanan Dinas dari Ibukot! )matan ke Desa di Wilayah KEbupaten Morowali )

NO Jabat n Golongan

CamatL Rp 150,000.00 Uang Makan, Uang Saku

2 Rp Uang Makan, Uang Saku

3 Ess. IV Rp 75,000.00 Uang Makan, Uanq Saku

4 Gol. IU Rp 60,000.00 Uang Makan, Uanq Saku

Rp 55,000.00 Uang Makan, Uang Saku

6 Gol. I dan PHL / Non PNS Rp s0,000.00 Uang Makan, uang Saku

Keterangan

St ndar Blaya Transportasl L.ok l dad lbukot K€crmltan ke Desa wllayah Kabupaten Morow.llc.

NO uraian
Transportaei l,rut ke Desa

Kec. Eungku Selatln
Tra n6po.ta.i Laut ke Desa

Kec. Bungks Peslslr
Trasnportasi Darat Keterangan

1

Transport Ibu Kota
Kecamatan ke Desa Jarak
Terdekat

Rp 500,000.00 Rp s00,000.00 Rp s00,000.00 Sesuai Harga Setempat Pergi - Pulang

2

Transport Ibu Kota
Kecamatan ke Desa larak
Menengah

Rp r,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Sesual Harga Setempat Perqi - Pulanq

3

Transport lbu Kota
Kecamatan ke Desa -rarak

TerJauh

Rp 2,000,000.00 Sesuai Harga Setempat Pergi - Pulang

23

Uang Harian

Sekca m 125,000.00

5 Gol. U

Transporta.l t ut Ke Deaa
Kcc. Menul KGpubuln

Keterangan i

1 Elaya franspttasl Laut dan hrat dlbt/ar s*an Nil (at G) dlbuktikan dengan Kwlbnsi/TTkeyNota;

2 Eagl PNS dan PHL / I,lon fWS yang melakukan ftdalanan Dlnas btema - sana menggunakan Mobll Dlnat tidak difudkan Bia)/a Tnnsprt Angkubn Umum;
3 Uano tladan dituvar saft, LumEum :
4 waktu lEdabnan Dinas ke De nabhal I (etu) hat k*udli Ma yang perjahnannya sulit ditangkau;

5 JaDk brdekat,B Padel darat, B Padel Laut, ,an* Iteoeflgah, B gnarcngga, .rotuk J.uh, B MaedlaL Ds Pubu fengah, Ds Pubu fb4 B l4abrape, B bngkalan, A Mabno, tb
I'lbkita, Ds TanJung llara@n, Ds Tanjuv flram, B fanona Mbyah Ksamatan Menui Kepulauan;

6 Jarak btd@t, B Padabalq Ds tu'o, B fuap, b Waru-Waru,B Pado-padq ,arak Neneng.h, Ds Lamontoli, Ds Labno, Ds hin@,Ds Pulau Dua, Ds Umfub Lama, B Panimtuwang, Ds
Putau kpa, b Unbee Ds tubwali, B tuelnaq B Bunginende, Ds Pulau Dua Daiat Wilayah Kmmabn Bungku %labn;

7 larak brdekat, B gmblagi dan B Puungkeu wllayah Kecanatan Bungku Misit;
8 Biaya Tnnspoftasi laut ke Dsa dibyar rer gtu Keglabn dan/alau tur Satu Surat fugas;

Standdr Harga BBM ydog bedaku setemqt,
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3

4

5

6
,7

8

9

l0

lt
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VI. Standar Ketentuan Waktu Maksimar, Pembayaran Biaya Penginapan, U.ng Hafian dan Uang Repr€s€ntasi bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD/ P S dan PHL/Non Pt{S
di Llngkulgan Pemcrintah Daerah Kabupaten Morowali dalam m€lakukan PerJalanan Dinas Dal,am Oaetah dan Luar Daerah

Uang Harian Uang Repreaentase

Ketorangan :

2. ftrlalanan Dlnas Musus nng dinal6ud pada ptn I anbm laln :
a. hlan Rangk tumedlsaan KeuaDgan, &ra1g dan Jasa ftnEdntah pada OPD dl Llngkungan lEmda Momwali (suai dengan Surat fugas)

b. tulan Rangka ftndaban dan klablan Aset ,/ Invenbriossi Aet @& APO dl Ungkungan Panda momwali (sauai dengan Sunt Tugas)

c. hlam Rangl@ kmeil&aan fbnda@b4 ftnaglhan dan UJI ktlk sumber - sumber ftndapan Asll heah dl Uogkun?an knda Moawali (sduai dengan sumt Tugas)

d. Ulan Rangka lbnlMng dan Euah.Esl tumbngunan dl Mlayah ftn da Momwall (sual dangan sunt dEEs)

e. blan Rangh ftngusulan IP CPltlS Kenalkan Panglat PtlS dan tunslun PllS (#ual sunt fuqas)
f. mlan Raogb Mldllan dan ftladhan srb Bimblngan Teknb dl Luar heah (#ual dwan Undaogan dan Surat fugas)
g. mlam Rangl@ tumedlgan oleh Auditor (s6uai dengan Surat fu?as)
h. hlan Rangb nm tffi OPRD (#aai &ogao Surat fugas)
i tulam Rangka monlloing dan EyaluaslAPBM

lbrjalanan Dinas Lalnnp yang l@reoa waktu ftlaksaoaanya harus flElebihl l<eEntuan Nda turahlnn BUFA ini (sduai dengan Undangan dao Surat fugas)

3. Jumlah P6etb yang melaksanakan turjalanan Dlnas sebagaiberlkut:
a. Junlah Betb Konsulbsi dan Koodinasi ke Luar Dae.ah paliog bnyak 2 (Dua) omog Fr OPD/Kqiabn,
b. Pejabat yang melal&nakan fugas Konsultasi dan Koodinasi ke Luar Daerah, sebagalmana dlmakud pada poin 3 huruf a, nininal dtpinpio tujabat Pengawas atau sebra

Waktu Perjalanan Penginapan

Dapat diberikan sesua! standar

Dapat dlberikan s€suai standar

Dapat dlberikan sesual standar

Dapat dlberikan sesual standar

Dapat dlberikan sesual standar

Dapat dlberlkan sesual standar

Dapat dlberlkan s€sual standar

Dapat dlberlkan sesual standar

Dapat dlberikan s€sual standar

Dapat dlberikan sesuai standar

Dapat dlberlkan sesual standar

Dapat diberikan sesuai standar

Kec, Menui Kepulauan

Kec. Bunqku Sehtan

Kec. Eungku Pesblr

Kec. Bahodopi

Kec. Wita Ponda

Kec. Buml Raya

Kec. Bungku Barat

Kec. Bungku limur

Kec. Bungku Tengah

Kab. Morowaii Utara

Kota dl dalam Pmp. Sulteng
selaln Kabupaten Molowali
Utara

Kota dl Luar Prcp. Sulteng

Palang Lama 5 (Lima) hari

Paling Lama 4 (Empat) hari

Paling Lama 3 Cnga) hari

Paling Lama 1 (Satu) harl

Psllng tama I (Satu) harl

Paling tama 1 (Satu) hari

Paling Lama I (Satu) hari

Paling Lama I (Satu) hari

Paljng Lama 1 (Satu) hari

Paling Lama 2 (Dua) hari

Palhg Lama 4 (Empat) harl

Paling Lama 5 (Llma) hari

Dapat diberikan sesuai Standar

Dapat dlberikan sesuai Standar

Dapat dlberikan s€sual Standar

Dapat dlberlkan sesual SInndar

Dapat dlberikan Uang Perclnapan

Dapat dlberlkan Uang Penglnapan

Dapat dlberlkan Uang Penglnapan

Dapat dlberllcn Uang Penglnapan

Dapat dibeikan Uang Penglnapan

Dapat diberikan sesual Standar

Dapat dlberiGn sesual Standar

Dapat diberlkan s€suai Standar

Dapat diberikan s€suai standar

Dapat diberikan sesua i standar

Dapat diberlkan sesuaa standar

Dapat dlberikan sesual standar

Dapat dlberlkan sesual standar

Dapat dlbedkan sesuat slandar

Dapat dlberikan sesuai standar

Dapat dlberlkan sesual standar

Dlbayarkan sebanyak 500/6 (Lima puluh

Dapat dlberlkan s€suai standar

Dapat diberikan sesuai standar

Dapat dlberlkan s€sual standar

pers€n)
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Jabata n Funqsbna I Ertentu.

c, tung&ualian tulakana dan Jumlah Peseia sebgaima a dinaksud Fda pin 3 huruf a dan b dapat dilakukan seElah meodapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekrcta*

1. tumbyaran tuiabnan Dinas Dalam dan Luar Daenh tugi PNS dan Non PtlS dalan 1 (Satu) fahun diperkenankan Fling tunyak :
a. 30 (Tlga Puluh) hai untuk @longan L dan PllUNon PNS

b. 40 (Enpat Puluh) hai untuk Gobngan I
c. 50 (Lina Puluh) han untuk @longan IV dan Pejabt Penqawas

d. 60 (Enam Puluh) hai untuk tujabat Adminbtrabr

Keu.ll :
- tuJabat Negara
- sekEtais henh, Kepzla oPD dan/abu ftJabat sdngkat Pinplnan Tiwi Praama
- tuJabat Adnhbdator/ftJaht kngawas yang mewakll kepala oPDruabt edngkat Pinpinan nn99l Pabma
- nm Angqann ftmerintah henh OAPD), nn Penyusun LKPD

- fim tunyusun turaturan berah dao nn tundamping tuntuan Hukum/ftndampingan Hukun
- fttugas tundanplng dabm rangk pembhasan Rapeda DPRD, *rta alat kelengkapan DPRD (Konbinankg/Bannus/BanAng dan kdao Kehormaarn DPRD)

- nn Audllot dan nn l,lonlbiog dao Evaluasl kmbngunan
- ktugas Potokol dan Llpubn, AJudan/tungenudl Eupawakll EupatrPlnplnan DPRD/*kretaft henh
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LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 47 GH(JN 2ot9
TANGGAL:
TENTANG: STANDAR BTAYA APBD KABUPATEN

MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2O2O

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI-ANJA DAERAI{
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2O2O

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

A. l,ayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit Kerja yang dibentuk
untuk melayani unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Po\ia ULP
Pengadaan yang akan melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik.

1. Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa
a. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai
Pengelola L,ayanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, untuk Pengelola l,ayanan
PengadaanBarang/Jasadiberikan honorariumsesuai Surat
Keputusan dan melibatkan instansi lain.

b.Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/jasadapat
digunakan selama masih dianggarkan dan sesuai Keputusan
Bupati.

2. Honorarium Pokja Pemilihan Barang dan Jasa
Honorarium diberikan kepada Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
diangkat oleh Bupatimenjadi Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan Pengadaan Barang dan
Pekerjaan Konstruksi dengan Jasa Konsultansi.

B. Pengelola TEPRA
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang
dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk mendorong pelaksanaan
pelaporan secara optimal tentang realisasi anggar.an.

Honorarium Pengelola TEPRA

Honorarium yang diberikan kepada pegawai pNS dan/atau Non pNS
yang mempunyai tugas dalampelalsana kegiatan TEPRA perangkat
Daerah dalam melaksanakan penginputan data realisasi anggaran ke
dalam format kendali TEPRA Perangkat Daerah dan merekapitulasi
laporan operator TEPRA Perangkat Daerah untuk penyusunan laporan
pada pelaksanaan Rapat Pimpinan di Jajaran pemerintah Daerah
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Kabupaten Morowali dan bahan penyusunan laporan kepada Kantor
Staf Presiden.

C. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa administrasi hasil
peke{aan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
a. Honorarium diberikan kepada Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil

Pekerl'aan yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa
hasil pekerjaan.

b. Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak dapat
digunakan selama masih dianggarkan dalam Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP).

D. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tim Anggaran Pemerintah Daearah (TAPD) adalah Tim yang dibentuk
dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai Tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pembentukan Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Kegiatan dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Melaksanakan suatu tugas tertentu dan mempunyai keluaran
(output) jelas dan terukur.

b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan
instansi/ lembaga lain.

c. Bersifat temporer atau sementara waktu dan pelaksanaannya dalam
urutan prioritas.

d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat
negara/ASN/Non ASN disamping tugas pokok sehari-
hari.Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

E. Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Tim Penyusun Standar
Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Honorarium Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Honorarium
Tim Penyusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daera-h ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Berwenang.

Kegiatan dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Melaksanakan suatu tugas tertentu dan mempunyai keluaran
(output) jelas dan terukur.

b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan
instansi / lembaga lain.
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c. Bersifat temporer atau sementara waktu dan pelaksanaannya
dalam urutan prioritas.

d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada
pejabat negara/ASN/Non ASN disamping tugas pokok sehari-hari.

e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

F. Honorarium Timl Kepanitian/ Pelaksana Kegiatan Lainnya

Honorarium Tim/ Kepanitian/ Pelaksana Kegiatan l,ainnya sesuai
Lampiran dalam surat keputusan ini yang meliputi
Pembina/Pengarah, Penanggunglawab, Koordinator, Ketua,
Sekretaris, Anggota dan Anggota Sekretariat dapat diberikan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil
Negara yang ditunjuk Oleh Pejabat Berwenang dengan Surat
Keputusan. Pada Kegiatan yang Sifatnya Melibatkan Instansi lain
atau Lintas OPD, dan dapat diberikan Honorarium sesuai dengan
Kegiatan yang dilaksanakan.

a. Pembina adalah orang atau pejabat yang membina
b. Pengarah adalah orumg-orang ahli atau para pejabat yang

tugasnya memberi arahan kepada pelaksana
c. Penanggung Jawab adalah orang atau pejabat yang bertanggung

jawab dalam pelaksana kegiatan
d. Koordinator adalah orang atau pejabat y€rng mengoordinasi

pelaksana kegiatan
e. Ketua adalah orang atau pejabat yang memimpin pelaksanaan

kegiatan
f. Sekretaris adalah Orang atau pegawai yang mengatur

administrasi pelaksanaan kegiatan
C. Anggota adalah Orang atau Pegawai yang menjadi bagian dalam

pelaksanaan kegiatan.
h. Anggota Sekretariat adalah Orang atau Pegawai yang bertugas

memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam
Pelaksanaan kegiatan.

H. Honorarium Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi dan sejenisnya.
a. Honorarium Narasumber / Pembahas

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai
Aparatur Sipil Negarayang memberikan informasi/pengetahuan
dalamkegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/Bimbingan Teknis/
Workshop dan Kegiatan Sejenis l.ainnya.Biaya tiket dan
penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh
penyelenggara.

b. HonorariumModerator
Honorarium yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil
Negara/ pihak lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada
kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/Bimbingan Teknis/
Workshop dan Kegiatan Sejenis Lainnya.
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c. Honorarium Pembawa Acara / Protokol
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/ pihak lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam
kegiatan Seminar/ Rapat/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/
Workshop dan Kegiatan Sejenis Lainnya.

d. Honorari um Rohan iawan
Honorarium yang diberikan kepada seseorzrng yang ditugaskan
oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam
pengambilan sumpah jabatan atau kegiatan sejenis lainnya.

Honorarium Pembaca Doa
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lainnya
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas membaca doa dalam kegiatan Seminar/
Rapat/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop dan Kegiatan
Sejenis Lainnya.
Honorarium Penceramah
Honorarium yang diberikan kepada Pegarvai Aparatur Sipil
Negara/ Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lainnya
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas memberikan pencerahan atau informasi
sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
Tenaga Instruktur
setiap Pegawai ASN dan/atauNon ASN yang mempunyai
kompetensi khusus/spesilik dalam ilmu atau bidang tertentu
sesuai dengan ruang lingkup yang diangkatberdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang/ Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran;
Honorarium Tenaga Instruktur dapat diberikan sesuai dengan
Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
Untuk instruktur yang berasal dari Non-PNS, satuan biaya yang
mengacu pada harga Pasar dan / atau sumber data lain yang
dapat dipertan ggung jawabkan.
Jasa Instruktur diberikan paling rendah l jam dan paling tinggi
6 jam per hari dalam satu kegiatan.

Honorarium Tenaga AhU/ Pakar/ Programer
Tenaga Ahli/ Pakar/ Programeradalah setiap Pegawai ASN dan/ atau
Non ASN yang mempunyai kompetensi khusus/spesifik dalam ilmu
atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup yang
diangkatberdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
HonorariumTenaga Ahli/ Pakar / programer dapat diberikan sesuai
dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

f.

I
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J. Honorarium Ajudan, Sekpri, Pengemudi, Staf Khusus Bupati.
Honorarium ini diberikan kepada Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non
Aparutur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil
Honorarium ini diberikan sebagai pengganti upah ke{a kepada Non
Aparatur Sipil Negara yang berdasarkansuratkeputusanpejabat yang
berwenang.Sesuai Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

II. SATUAN BIAYA LAINI{YA

Satuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
adalahsatuan biaya yang hanya diperuntukan kepada tenaga
Kesehatan, Auditor dan Pengawas Pemerintah sesuai dalam Standar
Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dibayarkan
berdasarkan kriteria yang diatur dalam Keputusan Bupati.

2. Satuan Tambahan Penghasilan Pengurus Rumah Ibadah dan Guru
Keagamaan adalah Satuan Biaya yang diberikan kepada seseorang
yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagaiGuru
Keagamaan dan Pengurus Rumah lbadahdan melaksanakan tugasnya.

3. Satuan Uang Makan kmbur
Uang Makan Lembur diperuntukan bagr Aparatur Sipil Negara
(ASN)dan Non ASNsetelah bekeda lembur paling kurang 2 (dua) jam
secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari
dan paling tinggi 10 (sepuluh) jam perminggu. Bagr Aparatur Sipil
Negara (ASN) i Non ASN yang melakukan lembur pada hari libur
diberikan 2 (dua) kali dari standar honor lembur orang/jam
berdasarkan golongan ruang.
Uang makan lembur bagi ASN / Non ASN dapat diberikan sesuai
Standar Biaya APBD.

4. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang
digunakan untukperencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan
dan snacktermasuk minuman untuk rapat/pertemuan sesuai Standar
Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Satuan Biaya Pendidikan Tahfrz qurhn dan Biaya Bantuan Tugas
Belajar Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri
Satuan biaya Pendidikan Tahfiz qur'an dan biaya bantuan tugas
belajar program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biiya
yang digunakaa untuk perencanaan kebutuhan biaya pendidikan
tahfiz qur'an dan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar
dalam negeri untuk melanjutkan pendidikan Diploma II, Diplom; III,
Diploma IV atau Strata 1 (Sl), pendidikan Kedokteran, pasca Sa4'ana

1
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(Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) yang terdiri dari biaya hidup dan
BiayaOperasional l,ainnya.Dan dapat diberikan sesuai dengan
Keputusan Bupati.

6. Satuan Biaya Kegiatan Olah Raga
Satuan Biaya Kegiatan Olah Raga adalah satuan biaya yang diberikan
untuk penghargaan para insan ola-l' raga dalam mengapresiasi prestasi
para atlet, dapat diberikan sesuai dalam standar biaya dengan
berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. Kendaraan Bermotor
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satual biaya
yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaal
kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan
dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan
peruntukkannya. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dan
speed boat belum termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM). Untuk
kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK). Biaya pemeliharaan sudah termasuk di
dalamnya yaitu biaya : service, penggantian suku cadang, ganti oli,
cuci mobil (car wash). Dalam hal tertentu Kendaraan Dinas
Forkopimda dapat melebihi dari Standar Biaya yang telah ditetapkan
berdasarkan tingkat kerusakan (perhitungan besaran dilakukan oleh
Dealer Resmi).

B. Sarana Perkantoran
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya
pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang
inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai seperti
Komputer/Laptop, printer, AC split dan genset agar berada dalam
kondisi normal (beroperasi dengan baik).

C. Satuan Biaya Sewa
a. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6
(enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan
yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).
Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala
besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara
selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan belum termasuk
bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Tenda, Meja, Kursi, Elekton dan Gedung
Pertemuanmerupakan satuan biaya yang digunakan dalam
perencanaan kebutuhan biaya sewa tersebut untuk pelaksanaan
kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi,
seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiataa lain sejenis.



IV, SATUAN BIAYAUANG REPRESENTASI

Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati,
Ketua/Wakil Ketua DPRD), Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Anggota
DPRD, Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita
Persatuan Kabupaten yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan.

V. SATUAN BIAYAPERJALANANDINAS

a. Komponen Biaya Harian Pe{alanan Dinas Dalam Daerah dan Luar
Daerah meliputi uang saku,yang dibayarkan secara lumpsum, uang
transport dan biaya hotel/penginapan dibayarkan secara at cost.

b. Digunakan oleh pejabat negara, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan
Pegawai Non ASN sesuai kebutuhan dan urgensinya.

c. Pe4'alanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel
kepada yang bersalgkutan diberikan biaya penginapan/hotel sebesar
30% dari tarif penginapan hotel di kota tempat tujuan sesuai tingkatan
pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan yang dilakukan
dalam wilayah Kabupaten Morowali yang mencakup Transportasi,
Penginapan dan Uang Hariansesuai dalam Standar Biaya APBD.

e. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalaaan yang dilakukan di
luar wilayah Kabupaten Morowali yang mencakup Transportasi,
Penginapan dan Uang Harian sesuai dalam Standar Biaya APBD.

f. Pe4'alanan Dinas Luar Negeri adalah pe{alanan yang dilakukan di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti
ketentuan pada Peraturan Mentri Keuangan No. 7B/PMK.O2|2O|9
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

h. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Pejabat Negara, Anggota
DPRD ASN dan Non ASN sesuai standar Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah yang berlaku.

i. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Bupati/Wakil
Bupati/ Pimpinan DPRD dal Sekretaris Daerah menggunakan Satuan
Biaya Tarif kelas Bisnis termasuk Asuransi, serta biaya
retribusilainnya dipertanggunglawabkan secara 6rt cost

j. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Anggota DPRD, Pejabat
Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf Golongan IV, III, II,I dan Staf Non
ASN menggunakan satuan Biaya Tarif Kelas Ekenomi termasuk
Asuransi, serta biaya retribusi lainnya dipertanggungiawabkan secara
at cosL

k. Satuan Biaya Transportasi Udara untuk Ketua/Wakil Ketua Tim
Penggerak PKK dan Ketua Darma Wanita Persatuan dalam
mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat
menggunakan satuan Biaya Tarif Kelas Bisnis termasuk Asuransi,
serta biayaretribusi lainnya dipertanggungiawabkan secara ct cost

1. Satuan Biaya Transportasi dalam kota hanya dapat diberikan kepada
Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil DPRD serta Sekretaris Daerah dan
Khusus Bupati dapat melebihi dari Standar Biaya ApBD sesuai
kebutuhan dan dapat dipertanggungiawabkan secara ct cost
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m. Untuk Pegawai Non ASN satuan Biaya Peq'alanan Dinas Luar Daerah
dan Dalam Daerah dapat diberikan kepada Non ASN yang
menjalankan tugas Negara antara lain Ketua/Wakil Ketua Tim
Penggerak PKK dan Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten
Morowali disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

n. Untuk Pegawai Non ASN satuan Biaya Pefalanan Dinas Dalam Daerah
dan Luar Daerah dapat diberikan kepada Non ASN yang menjalankan
tugas antara lain Pengurus/Anggota Tim Penggerak PKK dan Darma
Wanita Persatuan lainnya serta Ketua PKK Kecamatan dan Anggota
Kabupaten Morowali disetarakan dengan Golongan II dan Non ASN
lainnya sesuai kebutuhan serta urgensinya disetarakan dengan
tingkat Pendidikan.

o. Jika Terjadi Kenaikan Harga Tiket Pesawat maka dapat dibayarkan
sebesar seiisih atas kenaikan tersebut dan Biaya Bagasi dapat
dibayarkan setinggi-tingginya 20 kg yarrg dibebankan pada Belanja
transportasi luar daerah dan dipertanggungiawabkan secara at co$.

p. Satuan Biaya Perjalanan Dinas dapat digunakan oleh ASN fungsional
disetarakan menurut golongan yang bersangkutan dan
dipertanggungiawabkan secara ct cost.

q. Standar Biaya penginapan peq'alanan dinas dalam daerah dan luar
daerah untuk Ajudan dan Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan
DPRD dapat menggunakan penginapan yang sarna mengikuti tarif
kamar terendah penginapan yang digunakan oleh Bupati/Wakil
Bupati/ Pimpinan DPRD dan dapat dipertanggunglawabkan secara ct
cost.

r. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Tengah waktu
lamanya maksimal 4 (Empat) hari selain Kab. Morou,ali Utara 2 (dua)
hari.

s. Pe{alanan Dinas Luar Daerah di luar Provinsi Sulawesi Tengah waktu
lamanyamaksimal 5 (Lima) hari keq'a.

t. Pe4'alanan Dinas yang berkaitan dengan Bimtek, Sosialisasi, Seminar
dan lainnya yang memerlukan kontribusi dikurangkan dengan biaya
yang ditanggung oleh pihak penyelenggara. Biaya uang harian tetap
dibayarkan maksimal 4 (Empat) hari kerja.Sesuai dengan Daftar
Harian pada Peraturan Bupati ini.

u. Satuan biaya harian Perl'alanan Dinas dalam daerah dan luar daerah
untuk kepentingan pemeriksaan Keuangan, Barang dan Jasa
Pemerintah dan Pemeriksaan oleh Auditor, Pendataan dan pelabelan
Aset, penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, Pendidikan dan pelatihan
serta Bimbingan Teknis, Pengusulan NIP CPNS Kenaikan pangkat dan
Urusan Pensiun, monitoring dan evaluasi, Reses DpRD, Monev
APBDes, Pendataan ob-iek dan subjek Pajak dan Retribusi Daerah dan
keperluan lainnya yang memerlukan waktu melebihi hari dari standar
biaya APBD yang telah ditentukan.pe{alanan Dinas yang sifat dan
T\rjuannya Khusus sesuai dalam Standar Biaya ApBD yang karena
waktu Pelaksanaannya harus melebihi Ketentuan pada peraturan
Bupati ini sesuai dengan Undangan dan Surat Tugas.

v. Batasan waktu perjalanan dinas dapat melebihi hari sesuai ketentuan
dalam standar biaya apabila tery'adi kondisi kahar.

w. Pertanggung jawaban dalam bentuk Tiket, Karcis, Kwitansi, Faktur
dan Nota secara at cosa

x. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut :



t.

o Disertai Surat Tugas oleh pejabat yang berwenang.
. Disertai Surat Perintah Pe{alanan Dinas oleh pejabat yang

berwenang.
. Sekembalinya /selesai melaksanakan tugas wajib melapor

kepada atasan langsung.
. Yang melaksanakan pefalanan dinas wajib membuat dan

menyampaikan laporan peq'alanan dinas sebagai bentuk
pertanggung jawaban berupa SPPD, tiket, bil hotel, laporan
pedalanan dinas dan dokumen lain yang dipandang perlu dan
sah.

. Pedalanan dinas tidak bersifat rutin.
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